DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

2025

LAPORAN
TRIWULAN I

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

BALAI KEAMANAN JEMBATAN
DAN TEROWONGAN KHUSUS




LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

LAPORAN TRIWULAN 2
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2025

Disahkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2025

_ disahkan oleh, disuspin oleh,
Kepala Sub Bagian Umum dan™

Tatg Usaha,

Anita Rahmiawati, Sos., MT.
NIP. 197911282005022001




DAFTAR ISI

DAFTAR IS et e ettt e e e e et e e ettt e e e e et e e e eta e aeeaaans ii
LLPENDAHULUAN. ettt e et e e ettt e e et et e e e e ee b e e e eeta e e e ennnaaeenes 1
. DASAR HUKUM. ...ttt e e ettt ettt e e e e e e e e eettbb e e e eaeeeennnes 2
I DESKRIPSI. ... et e e e e et e ettt e e e e et e e e e eeaaaaaees 3
3.1 Kebijakan layanan Informasi PUDIIK.............ccco i 3

3.2 Pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik Balai
Jembatan Khusus dan TEroWONQaN .............ceeiieeeriiiiiiiiiiee e e e e 4
IV. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....covtiiiiiiiiie et 6
4.1 Statistik permohonan Informasi PUDIIK..............ooi 6
V. SURVEI LAYANAN INFORMASI PUBLIK ..ot 7
VI. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ... 9
VIl. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT ....uiiiiiiieeieii ettt 9
LAMPIRAN L oo et e et e ettt e e et et e e e eeta e e e e eet e e e eeba e e e eenn e eane 10
Layanan Media Konsultasi dan Pengaduan (ONnliNg) ........cooooeeeiiiiiieeieeeeeee e 10
I 1 AN I SN 11
Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan............cccoooooiiiiiiiiiiiiie e 11



PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi
landasan utama yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dan
menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga publik untuk memberikan pelayanan
informasi. Hal ini diwujudkan melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID). UU tersebut tidak hanya menekankan pemberian informasi
yang diminta, tetapi juga memberikan mandat kepada setiap badan publik untuk
mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi. Sistem ini
diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan
prinsip cepat, mudah, dan berbiaya murah.

Dengan membuka akses informasi, diharapkan masyarakat dapat mengakses
informasi mengenai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik suatu
keputusan publik. Keterbukaan informasi bukan hanya merupakan dorongan bagi
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai
upaya nyata untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan,

efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mengambil
langkah konkrit dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Keputusan Menteri
PUPR Nomor 987/KPTS/M/2021 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan
layanan informasi publik di Kementerian PUPR. Peraturan ini menggantikan
Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 dan memperbarui organisasi
serta penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan

Kementerian PU.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menetapkan Daftar Informasi Yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR, serta Daftar Informasi Yang
Dikecualikan. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya pedoman yang jelas
terkait informasi yang harus disediakan dan informasi yang dapat dikecualikan,
dengan harapan dapat mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di

seluruh unit organisasi dan balai-balai di lingkungan Kementerian PUPR.



Tahun 2019 menjadi tonggak penting dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris
Jenderal PUPR Nomor 04/SE/SJ/2019 yang memberikan pedoman penyelenggaraan
layanan informasi publik di Kementerian PUPR. Selanjutnya, Direktorat Jenderal
Bina Marga pada tahun 2021 mengeluarkan SOP/UPM/DJBM/144 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Bina Marga.
Sebagai tindak implementasi Pelayanan Informasi Publik lebih lanjut, Balai Jembatan
Khusus dan Terowongan Khusus telah menetapkan Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Balai Jembatan
Khusus dan Terowongan Tahun 2025 No. 04/KPTS/Bb35/2025. Dengan
ditetapkannya Tim PPID Balai Jembatan Khusus dan Terowongan ini, Balai
Keeamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menunjukkan komitmen dalam
pemberian Layanan Informasi Publik berkualitas dan menerapkan prinsip
keterbukaan.

DASAR HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata
Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum;

4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Struktur  Organisasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.



8) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

11) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
4/SE/M/2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ill. DESKRIPSI
3.1 Kebijakan layanan Informasi Publik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan
penajaman dan pemperkayaan informasi pada 4 (empat) klasifikasi informasi di
lingkungan PUPR. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi
dan keterbukaan informasi publik sebagia mana dalam Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor:01/KPTS/PPID/2021 tentang
Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Woajib Disediakan dan Diumumkan di
Kementerian PUPR tahun 2021 dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Nomor: 02/KPTS/PPID/2021. Klasifikasi tersebut, yang telah
disusun sejak tahun 2015 dan diperbarui pada tahun 2021, mencakup:

1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
Termasuk informasi yang secara rutin diperbarui dan diumumkan dalam periode
tertentu, memberikan akses kepada publik terkait perkembangan dan kegiatan
yang berkala.

2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta: Melibatkan informasi
yang harus segera diumumkan tanpa menunggu jadwal tertentu, sehingga
memberikan akses cepat kepada publik terhadap informasi yang penting dan

mendesak.

3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat: Merupakan informasi yang harus



selalu tersedia dan dapat diakses oleh publik kapan pun dibutuhkan, mengenai
aspek-aspek tertentu yang memerlukan kejelasan sepanjang waktu.

4) Informasi publik yang dikecualikan: Merupakan informasi yang dikecualikan dari
publikasi, berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keamanan nasional, privasi,
atau alasan-alasan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Seiring dengan peningkatan klasifikasi informasi, Kementerian PUPR juga secara
aktif melakukan sosialisasi terkait Keputusan Menteri PUPR Nomor
987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian PUPR. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan
pemahaman dan implementasi yang tepat terkait tugas dan tanggung jawab PPID di

seluruh lingkungan Kementerian.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sebagai bagian dari upaya
penguatan PPID, telah menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Balai Jembatan Khusus dan
Terowongan No. 04/KPTS/Bb35/2025. Dengan ditetapkannya Tim PPID Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini, Balai Keamanan Jembatan dan
Terowongan Khusus menunjukkan komitmen dalam pemberian Layanan Informasi
Publik berkualitas dan menerapkan prinsip keterbukaan. Tim ini bertugas dalam
penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan penyampaian informasi publik
secara cepat, akurat, dan mudah. Layanan informasi yang diberikan mencakup
berbagai aspek, seperti pelayanan informasi layanan, data, alat uji, dan keteknisan,
dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara efisien dan
efektif.

3.2 Pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik
Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pada Triwulaan Il tahun 2025
telah melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik,
dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Balai Jembatan Khusus dan
Terowongan: Informasi kegiatan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan
Khusus disampaikan secara daring kepada masyarakat melalui website resmi
dan media sosial resmi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, termasuk

Instagram, Tiktok, dan channel YouTube.



2. Upload Informasi Publik melalui e-PPID Kementerian PU: Penyediaan informasi
publik secara elektronik melalui e-PPID Kementerian PU, memastikan
aksesibilitas dan keterbukaan informasi kepada publik melalui platform resmi.

3. Respon Terhadap Pertanyaan Masyarakat melalui WhatsApp Call Center Balai
Jembatan Khusus dan Terowongan: Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan
Khusus merespons pertanyaan masyarakat yang masuk melalui WhatsApp Call
Center Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, memberikan
layanan interaktif dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik. Tujuannya adalah
memastikan bahwa pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan

standar yang telah ditetapkan.



IV. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
4.1 Statistik permohonan Informasi Publik

Permintaan Informasi

Data jumlah pemohon informasi di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan
Khusus Triwulan Il pada tahun 2025 secara keseluruhan terdapat 181
permohonan layananan Pembahasan Desain, Persetujuan Desain, Persetujuan
Laik Fungsi, Advis Teknis, dan Pemeriksaan Jembatan. Rekapitulasi tersebut
dapat dilihat pada Rekapitulasi Jenis Layanan Infromasi yang Diminta dan Tabel
2 Layanan Survei infomasi Publik Triwulan Il sebagai berikut. Permintaan
dilakukan melalui beberapa media seperti TNDE Kementerian PU, tatap muka
secara langsung, email, WhatsApp Call Center Balai Keamanan Jembatan dan

Terowongan Khusus dan instagram.

Tabel 1 Rekapitulasi Jenis Layanan Informasi yang Diminta

Informasi
No Bulan Pembahasan dan _ B
Pendampingan / Advis | Persetujuan | Persetujuan Uji
Teknis Desain Laik Fungsi

1 April 37 2 -
2 Mei 25 - 1
3 Juni 40 - .
Total 181 2 1

Layanan Pengaduan

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah membuka kanal
pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan langsung
merujuk pada mekanisme di mana pelapor mengunjungi langsung kantor Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus untuk menyampaikan
keluhannya. Di sisi lain, pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui
surat yang ditujukan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, dapat

disampaikan melalui email, Instagram, dan WhatsApp Call Center.

Demi mempermudah proses pengaduan, kami juga telah menyiapkan WhatsApp Call

Center yang dapat diakses melalui Instagram sebagai inovasi untuk mendapatkan umpan

balik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan

aksesibilitas informasi. Selama Triwulan Il tahun 2025, tidak terdapat laporan pengaduan



yang diterima dari masyarakat (keberatan, mediasi, ajudikasi, PTUN).

e Sengketa Informasi Publik
Pada masa layanan triwulan 1l tahun 2025 Balai Jembatan Khusus dan
Terowongan, tidak terdapat sengketa informasi publik.

V. SURVEI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik merupakan alat
untuk mendapatkan masukan mengenai kualitas pelayanan, sehingga perbaikan
dapat dilakukan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Melalui survei ini, pengelola
dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang dinilai lemah oleh pengguna dan
meningkatkan kualitas pelayanan. Survei kepuasan masyarakat dilakukan
menggunakan Google Form sebagai instrumen untuk mengumpulkan data secara
online, memastikan hasil survei diperoleh dalam bentuk yang sistematis dan
terstruktur.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, mencakup 9 unsur

yang terdiri dari:

e Persyaratan

e Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

¢ Waktu pelayanan

e Biaya/Tarif

e Produk Spesifikasi

¢ Jenis Pelayanan Kompetensi

e Pelaksana Perilaku Pelaksaa

¢ Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

e Sarana dan prasarana

Di Triwulan 1l tahun 2025, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus
mengevaluasi kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan survei layanan informasi.
Analisis data ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait kualitas

pelayanan dan sekaligus mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap



layanan informasi yang telah diberikan oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.

Hasil survei ini mencerminkan tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap

berbagai aspek pelayanan informasi yang disediakan oleh lembaga selama periode

tersebut adalah puas. Secara rinci, ringkasan hasil survei dari sejumlah unsur

penilaian, dapat ditemukan pada tabel yang dipresentasikan di bawah ini. Dari tabel

di bawah ini terlihat bahwa, dari 9 parameter yang ditanyakan kepada responden

terlihat bahwa hampir semua responden menjawab puas terhadap layanan yang

diberikan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan. Hal ini menunjukkan bahwa

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan

Khusus telah memberikan hasil yang signifikan.

Tabel Hasil Survei Layanan Informasi Publik Triwulan Il Tahun 2025

No Unsur Pelayanan Nilai Rata- rata
Ul | Kemudahan persyaratan 3.80
U2 | Kemudahan prosedur 3.67
U3 | Ketepatan waktu pelayanan 3.73
U4 | Kepuasan biaya pelayanan 3.87
U5 | Kepuasan produk pelayanan 3.87
U6 | Kepuasan kompetensi pemberi layanan 3.87
U7 | Kepuasan sikap pemberi layanan 3.87
U8 | Kepuasan penanganan permasalahan 3.87
U9 | Kepuasan fasilitas pelayanan 3.67




VI. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Balai Keamanan
Jembatan dan Terowongan Khusus selama Triwulan Il tahun 2025 menunjukkan
adanya kebutuhan akan perbaikan dan peningkatan. Beberapa kendala, baik
eksternal maupun internal, ditemukan dalam pelaksanaan layanan informasi publik
dapat diidentifikasi sebagai berikut:

« Kendala eksternal:

. Pencatatan Permohonan Informasi Publik pada website PPID
Kementerian PU baru dilaksanakan pada tahun 2024.

« Konsumen tidak mengikuti prosedur layanan yang ada

+ Kendalainternal:

« Jumlah petugas yang khusus mengemban tugas sebagai petugas
layanan informasi masih terbatas

. Kondisi petugas layanan informasi yang belum mengikuti pelatihan
komunikasi publik dan kehumasan.

. Tidak optimalnya penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terkait

layanan informasi publik.

VIl. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan layanan Informasi Publik di lingkungan Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, berikut beberapa hal yang
direkomendasikan.

e Eksternal:

» Sosialisasi prosedur layanan informasi publik secara lebih masif dan
terstruktur.

* Internal:

« Jumlah petugas yang khusus mengemban tugas sebagai petugas layanan
informasi ditambah

+ Pelatihan bagi petugas layanan informasi di bidang komunikasi publik dan
kehumasan.

* Optimalisasi penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terkait layanan
informasi publik.

» Evaluasi secara berkala untuk mendorong perbaikan berkelanjutan melalui
Survei umpan balik layanan informasi publik Balai Jembatan Khusus dan
Terowongan



LAMPIRAN 1
Layanan Media Konsultasi dan Pengaduan (Online)
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LAMPIRAN Il

Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan
Lokasi : Gd. Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Gambar 1

Keterangan

Meja Penerimaan Tamu

Gambar 2

Keterangan

Ruang Tunggu Pelayanan Ramah Anak
dan Coffee Corner
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Gambar 3 Keterangan

Ruang Pelayanan Depan dan Penyediaan
Kursi Roda dan Tongkat alat bantu jalan

Gambar 4 Keterangan

Ramah Difabel
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Balai Keamanan Jembatan dan
Terowongan Khusus Centre Point
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